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PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 33 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  

NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN  

BAGI PENDUDUK KOTA PASURUAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa guna mewujudkan efisiensi dalam pemberian 
santunan kematian, perlu mengubah Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Pasuruan; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah       
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik     
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik        
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor       
4287); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5475); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun       
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor    
5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun    
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982   
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014        
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran        
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua       
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri        
Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum  
Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02        
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota  
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran      
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08); 

15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 03) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 10); 
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17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 
2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012; 

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 19 
TAHUN 2014 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI 
PENDUDUK KOTA PASURUAN. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Santunan 
Kematian Bagi Penduduk Kota Pasuruan (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 19) diubah 
sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus, sehingga Pasal 
4 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 4 
 
Penerima santunan kematian adalah penduduk 
yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut: 

a. memiliki KTP atau KK; 

b. meninggal dunia dengan sebab yang wajar, 
bukan karena bunuh diri, hukuman mati atas 
putusan pengadilan, atau melakukan tindak 
kejahatan; dan 

c. diajukan oleh ahli waris kepada Pemerintah 
Kota. 
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2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dihapus, 
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 5 

 
(1) Santunan kematian diberikan berdasarkan 

surat permohonan yang ditandatangani oleh 
ahli waris penduduk yang meninggal, dengan 
dilampiri: 

a. KTP atau KK penduduk yang meninggal; 

b. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan  
domisili penduduk; dan 

c. Surat Keterangan/Pernyataan sebagai ahli 
waris yang telah dilegalisasi oleh Kelurahan 
domisili penduduk. 

(2) Surat permohonan beserta lampiran-lampiran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
dalam rangkap 2 (dua) dan ditujukan kepada 
Walikota Pasuruan melalui Kepala Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

(3) Surat permohonan dibuat dalam bentuk 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 5 September 2016 
 
WALIKOTA PASURUAN, 

 
               Ttd, 

 
    SETIYONO 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 5 September 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
                           Ttd, 
 
                BAHRUL ULUM 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 33 
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